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Maskawin termasuk salah satu syariat Islam yang wajib ditunaikan
bagaimanapun keadaannya tetap diwajibkan. Maskawin bisa berupa barang atau
jasa yang penting memiliki manfaat dan nilai. Disyariatkan maskawin sebagai
protes sosial di masa jahiliyah, hak kepemilikan maskawin yang dimiliki oleh
wali dari perempuan dan ini mengisyaratkan bahwa perempuan tidak memiliki
hak pada dirinya dan hartanya sehingga dengan adanya syariat maskawin ini
perempuan memiliki hak penuh pada diri dan hartanya serta kehidupannya.
Penelitian ini, menggali dan menjelajahi realitas penentuan kuantitas maskawin di
masyarakat dalam pandangan pengasuh pesantren di Kecamatan Kota Sumenep.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu (1)
Bagaimana realitas penentuan maskawin yang dilakukan oleh masyarakat
Kecamatan Kota Sumenep? (2) Bagaimana pandangan pengasuh pesantren
tentang penentuan kuantitas maskawin di Kecamatan Kota Sumenep?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
fenomenologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah obsevasi dan wawancara, sedangkan informan penelitian ini adalah para
pasangan suami isteri dan para pengasuh pesantren di Kecamatan Kota Sumenep.

Kesimpulan hasil analisis penelitian ini:(1) Realitas masyarakat di
Kecamatan Kota Sumenep dalam penentuan maskawin yaitu, pertama, waktu
dilaksanakan pada saat sebelum akad nikah dilaksanakan. Kedua, mayoritas
penentuan maskawin ditentukan oleh calon isteri, ada juga yang ditentukan atas
kesepakatan berdua, ada juga yang ditentukan oleh calon suami tanpa
sepengetahuan dari calon isteri. Ketiga, bentuk maskawin terpopuler adalah
seperangkat alat shalat, sedangkan maskawin yang ngetrend, berupa uang atau
emas disesuaikan dengan tanggal. (2) Pandangan pengasuh pesantren tentang
penentuan kuantitas maskawin adalah pertama, hendaknya dalam penentuan
maskawin, kedua mempelai hendaknya harus saling memahami dan mengetahui
standar kelayakan dan kepantasan maskawin yang akan dijadikan maskawin
sehingga tidak terkesan memberatkan pada mempelai pria dan terhindar dari
kesan meremehkan mempelai wanita. Kedua, dalam penentuan maskawin
hendaknya lebih pada prinsip maskawin (bermanfaat, berharga dan berwujud) dan
atas dasar kerelaan kedua mempelai. Ketiga, dalam penentuan kuantitas dari
maskawin itu sendiri hendaknya lebih mendahulukan yang wajib (maskawin)
daripada adat dan kebiasaan di masyarakat. Ke empat, hendaknya maskawin
dapat dimanfaatkan dan diambil manfaatnya jangan sampai hanya disimpan atau
terpajang di dinding berbentuk Frame/pigora atau berada dalam balutan bungkus
yang indah tanpa digunakan.
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The dowry is one of the Islamic laws that must be fulfilled regardless of
the circumstances. The dowry can be in the form of goods or services that are
important to have benefits and value. The dowry is prescribed as a social protest
during the jahiliyah period, the dowry ownership rights are owned by female
guardians and this implies that women do not have rights to themselves and their
assets so that with the existence of this dowry law, women have full rights to
themselves and their assets and their lives. This study explores and explores the
reality of determining the quantity of dowry in the community in the view of
pesantren caregivers in Sumenep City District.

This study aims to answer the formulation of the problem, namely
(1) How is the reality of determining the dowry carried out by the people of
Sumenep City District? (2) What is the view of the pesantren caregivers regarding
the determination of the quantity of the dowry in the Sumenep City District?

This study uses a qualitative approach with a phenomenological
type of research. Data collection techniques used in this study were observation
and interviews, while the informants of this study were married couples and
pesantren caregivers in Sumenep City District.

The conclusion of the analysis of this research: (1) The reality of
the community in the District of Sumenep City in determining the dowry, namely,
first, the time is carried out before the marriage contract is carried out. Second, the
majority of dowry determinations are determined by the prospective wife, some
are determined by mutual agreement, some are determined by the prospective
husband without the knowledge of the prospective wife. Third, the most popular
form of dowry is a set of prayer tools, while the trendy dowry, in the form of
money or gold, is adjusted to the date. (2) The views of the pesantren caregivers
regarding the determination of the dowry quantity are first, it should be in
determining the dowry, the bride and groom should understand each other and
know the standard of eligibility and appropriateness of the dowry that will be used
as a dowry so that it does not seem burdensome to the groom and avoids the
impression of belittling the bride. Second, the determination of the dowry should
be based on the principle of the dowry (useful, valuable and tangible) and on the
basis of the willingness of the bride and groom. Third, in determining the quantity
of the dowry itself, the obligatory (dowry) should be prioritized over the customs
and habits in society. Fourth, the dowry should be used and taken advantage of,
not just stored or displayed on the wall in the form of a frame/pigora or wrapped
in a beautiful wrapper without being used.
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